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BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR)] TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS]I,
SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PINRANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, sehingga Peraturan Bupati Nomor
Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
perlu diganti:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6856); 7
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4. Undang-Undang Nomor 144 Tghun 202‘? tentang
Kabupaten Pinrang di Provinsi SL}lawem Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7081);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentar}g
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1.14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201_6
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan_ Pelayana.n
Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 885);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untqk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020
Nomor 6).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGASDANFUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Pinrang,

S. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Pinrang yang selanjutnya disingkat DPMPTSP.
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7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu PintuKabupaten Pinrang.

8. SekretarisadalahSekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan
PelayananTerpadu Satu Pintu KabupatenPinrang.

9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok
Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampil.ar.l terten.tu.

10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fung§1 dan'
tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan. L )

11. Jabatan Manegerial adalahsekelompok jabatan yang memiliki fungsi
memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan
langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi

12. Jabatan Non Magerial adalahsekelompok jabatan yang m.engutamakgr}
kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak .me.rmhl.q
tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja
pegawai

BAB Il
KEDUDUKAN

Pasal 2
Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas:
1. SubbagianUmum; dan
2. KelompokJabatanFungsional dan Pelaksana.
¢. KoordinatorJabatanFungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional
Penanaman Modal; dan
d. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS,FUNGSIDANURAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4
(1) Kepala Dinas mempunyai Tugas membantu Bupati dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan
tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. ?
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(2) Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1),

Kepala DinasmenyelenggarakanFungsi:

a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan _

e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang
tugasnya. .

(3) UraianTugasKepala Dinas sebagaimanadimaksudpada ayat (1), meliputi:

a. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam
pelaksanaanTugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

c. memantau, mengawasi da nmengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam
lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
Tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

f. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

g. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

h. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis pengaduandan
pelaporan layanan;

i. menyelenggarakanevaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

J. menyelenggarakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya,

k. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian,
dan evaluasi kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu;

. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan
Tugas dan Fungsi;

m. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

n. menyusun laporan pelaksanaan TugasKepala Dinas dan memberi
saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

0. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5
(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai Tugas membantu
Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan
teknis dan administrasi, penyusunan program dan pelaporan, umum,
kepegawaian dan hokum kepada semua unsur dalam lingkunganDinas.
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(2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris melaksanakanFungsi:

pengoordinasian pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas;

pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;

pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
pengelolaan administrasi dan pembinaan jabatan fungsional, serta
evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Dinas;

e. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang

tugasnya.

(3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Menyusun rencana kegiatan Sekretaris sebagai pedoman dalam
pelaksanaan Tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

¢. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam
lingkungan  Sekretariat untuk mengetahui  perkembangan
pelaksanaan Tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data,

pelaporan, program, dan anggaranDinas;

mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas;

mengorganisasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan,

pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan
keuangan

mengorganisasikan dan melaksanakan pelayanan admnistrasiumum

dan kepegawaian;

mengorganisasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;

. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;

. mengoordinasikan dan pelaksanakan pengelolaan asset, administrasi
pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kehumasan di lingkup dinas;
melaksanakan pengelolaan keamanan dan kebersihan, perlengkapan,
dan dokumentasi;

q. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan
Jjabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup
Dinas;

r. melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas
sumber daya aparatur;

s. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum
dalam lingkup Dinas;

t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan
Fungsi;

u. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

v. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan
memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

w. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya. ?_
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Bagian Ketiga
Subbagian Umum

Pasal 6

(1) Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai

Tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, persuratan,
kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset, pe.ngelolaa{l
kepegawaian, pengelolaananggaran, pengelolaan data dan mfo?ma'su
pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporf'm k.mex:]a:,
pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi,
pembukuan. L

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mehputl:.

a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum sebagai pedoman
dalam pelaksanaan Tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam
lingkungan Subbagian Umum untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan Tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf  dan/atau

menandatangani naskah dinas;
mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya,
melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
melakukan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi
serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan
melakukan pelayanan admnistrasi umum dan kepegawaian;
melakukan pelayanan ketatausahaan;
melakukan urusan rumah tangga dinas;
. melakukan pelayanan administrasi keuangan;
melakukan pengelolaan asset, perlengkapan, administrasi
pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
m. melakukan pengelolaan kearsipan;
n. melakukan kegiatan kehumasan di lingkup dinas;
o. mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan
lingkungan kantor;
p. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan
program dan kegiatan,;
q. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
r. mengoordinasikan penegakan disiplin pegawai lingkup Dinas;
S. memfasilitas@ pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-
glr;lciangan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
u;
t. rpelakukap penyusunan analisis beban kerja dan analisis jabatan
lingkup Dinas;

u. melakukan pengelolaan data dan inform
mode;l d_’«im pelayanan terpadu satu pintu;

v. memfasilitasi penjaringan inovasi daerah di bj
mofla] dan pelavansn rtalt b i di bidang penanaman

w. g;nai?ordlnamkan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi

x. melakukankoordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;

y. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Umum dan
memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

z. melak}lkan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya. ?
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